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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah terpaparkan, maka sebagai 

jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pemberian Pemberian sanksi terhadap anggota TNI pengguna narkotika 

golongan I ialah yang pertama Pemecatan dari Dinas Kemiliteran yang dengan 

tegas tertulis pada pasal 26 Undang Undang Pidana Militer ayat 1. Pemecatan 

dari dinas kemiliteran, hal ini diangkap karena TNI sendiri yang dipandang 

sebagai tentara profesional yang taat akan aturan yang ada, terlatih secara 

khusus yang harusnya berperilaku baik dapat menjadi contoh bagi warga, 

menjaga kehormatan diri dan satuan Tentara Nasional Indonesia dimuka 

umum berdasarkan prinsip Sapta Marga TNI, ternyata menjadi pengguna 

narkotika dimana narkotika dianggap sebagai musuh negara, dianggap sebagai 

barang haram dan telah dianggap tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan 

militer. Selain pemecatan dari dinas kemiliteran, anggota TNI yang terbukti 

sebagai penyalahguna dengan menggunakan narkotika golongan I bagi diri 

sendiri dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun. 

2. Pemberian Rehabilitasi terhadap anggota TNI pengguna Narkotika Golongan I 

dapat diberikan apabila dalam fakta persidangan anggota TNI tersebut secara 
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sah dan terbukti menjadi pecandu narkotika golongan I. Rehabilitasi tidak 

akan diberikan kepada anggota TNI yang dalam persidangan tidak terbukti 

bahwa yang bersangkutan merupakan pecandu. Tidak diberikannya 

rehabilitasi karena mempertimbangkan pasal 54 Undang Undang Narkotika no 

35 tahun 2009, dimana menjelaskan yang wajib diberikan rehabilitasi dalah 

pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. 

B. Saran  

Berdasararkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai 

berikut : 

Sesuai dengan penerapan sanksi sudah diberlakukan dan berjalan dengan 

baik, sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan peraturan perudangan dan tepat 

bagi anggota TNI yang menggunakan narkotika terus tetap tingkatkan penegakan 

hukum yang ada. Selain itu penulis memberikan saran yakni dilakukannya tes 

kesehatan dan urine secara rutin tiap bulannya dengan adanya kerjasama antara 

TNI dan BNN. Hal ini sangat baik dilakukan karena untuk menghindarkan 

anggota TNI menggunakan narkotika, dengan adanya tes urine tiap bulan dapat 

memberikan antisipasi bagi anggota TNI supaya tidak memiliki niatan untuk 

menggunakan narkotika secara mmelawan hukum dengan alasan coba coba, untuk 

mengurangi kemungkinan anggota TNI yang berniatan melakukan coba coba 

dengan barang haram tersebut. 
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